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KABUPATEN BEKASI 

D. Jumlah Halaman : Halaman Pengantar (xvi) Halaman Isi 103,          

Tahun Pembuatan 2025  

E. Isi Abstrak   

Ketidakpastian dalam pengurusan KKPR dapat menimbulkan risiko hukum kontraktual 

dan gangguan pada kelangsungan investasi, seperti pembatalan proyek atau tuntutan 

pihak ketiga akibat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang/lahan. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 1). Bagaimana Tujuan dan Hubungan Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang (KKPR) dalam konteks Perizinan Berusaha?; 2). Bagaimana 
Pelaksanaan dan Optimalisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di 

Kabupaten Bekasi dari Aspek Kepastian Hukum?. Dengan menggunakan metode 

penelitian hukum normatif empiris serta teori kepastian, teori kewenangan dan asas-
asas umum pemerintahan yang baik, didapatkan hasil bahwa dengan terbitnya KKPR, 

pelaku usaha memperoleh kejelasan hukum yang menjadi landasan dalam mengambil 
keputusan bisnis, baik dalam aspek permodalan, perjanjian kerja sama, maupun 

pengelolaan risiko investasi. Hubungan antara KKPR dan perizinan berusaha menjadi 

semakin penting sejak diberlakukannya sistem perizinan berusaha berbasis risiko dalam 
kerangka Undang-undang Cipta Kerja. KKPR merupakan salah satu dari tiga syarat dasar 

sebelum pelaku usaha dapat mengakses perizinan lainnya seperti persetujuan 
lingkungan dan izin bangunan gedung. Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Bekasi telah 

mendorong transparansi, keterbukaan informasi, serta kejelasan prosedur. Meskipun 
telah ada berbagai upaya perbaikan dari kendala administratif dan teknis, implementasi 

asas-asas AUPB belum sepenuhnya optimal. Secara keseluruhan, upaya optimalisasi 

KKPR di Kabupaten Bekasi mencerminkan sinergi antara reformasi birokrasi, 
pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan publik dalam mendukung pembangunan 

berkelanjutan dan berkualitas. Peningkatan kualitas layanan penerbitan Kesesuaian 
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Berusaha di Kabupaten Bekasi memerlukan 

penerapan Service Level Agreement (SLA) yang jelas. Selain itu diperlukan hotline 

pengaduan berbasis WhatsApp yang secara khusus menangani keluhan teknis terkait 
KKPR. Lebih lanjut, perlu meningkatkan komitmen dalam percepatan penyusunan 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk seluruh wilayah Kabupaten Bekasi, tidak 
hanya terbatas pada empat RDTR yang telah tersedia.  

  
Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 

(KKPR), Perizinan 

F. Daftar Pustaka : 1993 - 2025 

G. Dosen Pembimbing : Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D. 
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E. Abstract Contents   

Uncertainty in the management of KKPR can lead to contractual legal risks and 

disruptions to the continuity of investment, such as project cancellations or third-party 

claims due to inappropriate use of space/land. The research questions in this study are: 
1). What are the objectives and relationships of Spatial Utilization Activities (KKPR) in 

the context of business licensing?; 2). How is the implementation and optimization of 
Spatial Utilization Activities (KKPR) in Bekasi Regency from the aspect of legal certainty? 

Using empirical normative legal research methods as well as certainty theory, authority 

theory, and the general principles of good governance, the results show that with the 
issuance of KKPR, business actors obtain legal clarity that serves as a basis for making 

business decisions, both in terms of capital, cooperation agreements, and investment 
risk management. The relationship between KKPR and business licensing has become 

increasingly important since the implementation of a risk-based business licensing 

system under the Job Creation Law. KKPR is one of three basic requirements that 
businesses must meet before they can access other permits such as environmental 

approvals and building permits. In its implementation, Bekasi Regency has promoted 
transparency, openness of information, and clarity of procedures. Although various 

efforts have been made to improve administrative and technical constraints, the 
implementation of AUPB principles has not been fully optimized. Overall, efforts to 

optimize KKPR in Bekasi Regency reflect the synergy between bureaucratic reform, 

technology utilization, and public involvement in supporting sustainable and quality 
development. Improving the quality of KKPR issuance services in Bekasi Regency 

requires the implementation of a clear Service Level Agreement (SLA). In addition, a 
WhatsApp-based complaint hotline is needed to specifically handle technical complaints 

related to KKPR. Furthermore, there is a need to increase commitment to accelerating 

the preparation of Detailed Spatial Plans (RDTR) for the entire Bekasi Regency, not 

limited to the four RDTRs that are already available.  

Keywords: Legal Certainty, The Suitability of Spatial Utilization Activities 
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